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Tiga Aspek Penting Kehidupan Publik (John Maynard Keynes)

● Personal Freedom
● Social Justice
● Economic Growth



Ketimpangan, Kemiskinan, Pengangguran sebagai cermin….
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APBN Sebagai Instrumen Demokrasi yang Partisipatoris dan 

Mewujudkan Kesetaraan

APBN adalah instrumen untuk menjadi alat demokrasi dengan

syarat yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Yang menjadi tantangan yaitu penggunaan anggaran belanja

apakah telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, APBN 

berperan penting dalam pembiayaan negara.

APBN telah dirumuskan secara partisipatoris dan dirancang

dengan melibatkan DPR dan seluruh pihak terkait. Hal ini

tercermin dalam respon cepat dan adaptif dalam menghadapi

pandemi COVID-19.



▪ Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan
negara cenderung turun sekitar 10% 
PDB kapasitas fiskal terbatas untuk
pengeluaran negara

▪ Dalam kondisi krisis, APBN sebagai
countercyclical - fungsi distribusi dan 
stabilisasi lebih prioritas untuk survival 
dan recovery ekonomi. Fungsi alokasi
dilakukan rasionalisasi dan spending 
better.

▪ Reformasi fiskal dan reformasi 
struktural dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas
perekonomian dan menjaga
sustainabilitas fiskal jangka panjang

FUNGSI ALOKASI
Public Goods

FUNGSI DISTRIBUSI
Income Redistribution

FUNGSI STABILISASI

Economic Stability
& Growth

APBN MAMPU MEWUJUDKAN  MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR



Anggaran prioritas dan arah kebijakan APBN terus mendukung perlindungan

kepada masyarakat
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Peranan Penting Pemerintah dalam Redistribusi terus Mendorong
Kesejahteraan di Daerah

a.Dalam mengatasi dampak dari covid
19, Pemerintah Pusat menambah
anggaran belanja yang ditujukan utk
pemulihan ekonomi atau PEN. Pada
tahun 2020, pemerintah merealisasikan
belanja PEN sebesar 579,78T (22,3%
dari total belanja negara), di 2021
sebesar 658,6T (23,6% dari total
Belanja Negara) dan 2022 ini
dianggarkan sebesar 455,6T.

b.Adapun program PEN ini juga
dirasakan manfaatnya oleh
pemerintah daerah, walaupun belanja
pusat meningkat, alokasi TKD selama
covid juga naik 4,6% di 2022. Hal ini
menunjukkan komitmen pemerintah pusat
untuk terus memperkuat desentralisasi
fiskal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

We should elevate
ourselves from being just 

tax collectors and 

tax administrators
to being

Allen Kagina,

Commissioner General of the Uganda 
Revenue Authority

Sumber: Allen Kagina, dikutip dalam OECD, Citizen-State Relations: Improving Governance through Tax Reform (2010), 13.

Taxation—Beyond Revenue …

The often-overlooked role 

of taxation: as a catalyst 

for more responsive and 

accountable governments, 

expanding state capacity

Beyond revenue: 

the state-

building role of 

taxation

state builders.
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Perpajakan sebagai State-Building Process

•Pembebanan pajak sebagai proses negosiasi berbasis tawar-
menawar (revenue-bargaining policy)
•Mendorong demokrasi partisipatif

•Pengembangan institusional bagi penguatan kapasitas negara untuk 
menjalankan fungsinya secara optimal. Sumbernya: pajak

Revenue-
bargaining 

policy

Persoalan 
pajak bukan 

semata 
persoalan 
ekonomi.

Paradigma 
teknokratik 

tidak 
memadai.

bagaimana kesetaraan
politik tercermin dalam

kesetaraan
kesejahteraan

Sumber: Deborah Brautigam et al. (eds.), Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent (New York: Cambridge University Press, 2008).

TAX
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Empat kanal reformasi perpajakan untuk negara 
berkembang demi meningkatkan state-building:

Penyediaan 
pendapatan yang 
memadai dengan 
meningkatkan tax 

ratio

Menggeser sumber 
penerimaan

memajaki 
sektor 

informal

memajaki 
kekayaan 

orang pribadi 
(taxing urban 

property)

tax exemption 
bagi tujuan-

tujuan sosial-
kemanusiaan

Menciptakan 
administrasi 

perpajakan yang 
efektif

The South 
African 

Revenue 
Service 
(SARS)

Uganda 
Revenue 
Authority 

(URA)

National 
Superintendency 

of Tax 
Administration 

(Peru)

Menciptakan 
pelembagaan state-

society yang 
konstruktif untuk 
isu perpajakan.

Perpajakan sebagai State-Building Process

Sumber: Deborah Brautigam et al. (eds.), Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent (New York: Cambridge University Press, 2008).



Pajak sebagai Alat Demokrasi dan Gotong-

royong: Progresivitas dan Redistribusi

Target Perpajakan naik 13%

- Perpres 98: Rp 1.783 T

- RAPBN 2023: Rp2.016 T

Target Perpajakan & PNBP naik 8%

- Perpres 98: Rp 2.264  T

- RAPBN 2023: Rp 2.443 T



Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk Mendukung Dunia Usaha dan Menjaga Daya
Beli Masyarakat

Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2021 mencapai Rp68,32 T. 
Sepanjang tahun 2021, pemanfaatan insentif pajak sangat baik, mencapai 112,6% dari target. 

Catatan: Tidak termasuk Insentif BM DTP. DJP secara berkala melakukan validasi data atas permohonan dan laporan WP sehingga data pemohon dan realisasi dapat berubah (naik 

ataupun turun) dari waktu ke waktu

Insentif untuk  
meningkatkan 
daya  beli 
masyarakat

Insentif untuk  
membantu  
likuiditas dan  
kelangsungan  
usaha

Insentif untuk  

membantu UMKM PP-23

UMKM

PPh FINAL

PPN

RESTITUSI

4
Insentif penurunan  
tarif PPh Badan yang  
berlaku umum

Insentif Dunia Usaha (PMK-9) yang telah

dimanfaatkan WP mencapai Rp62,72 triliun

Insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah  

dimanfaatkan WP mencapai Rp0,79 triliun

106.118 Pemberi Kerja

Rp5,23 T

9.747 WP 

Rp17,87 T

58.307 WP 

Rp26,89 T

2.857 WP 

Rp6,13 T

138.635 UMKM

Rp0,80 T

Seluruh WP Badan  

Rp5,79 T

Meningkatkan daya beli  
masyarakat dan mendukung  
sektor dengan output  
multiplier yang tinggi

Insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor)  

yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp4,63 triliun

Meningkatkan utilitas  
kapasitas produksi otomotif  
dan sebagai instrumen  
pengungkit konsumsi

PPN

PPn

BM

941 Pengembang 

Rp0,79 T

6 Pabrikan  

Kendaraan Bermotor

Rp4,63 T

Insentif PMK-102 (PPN DTP Sewa Outlet Ritel) yang  

telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,18 triliun

Mengurangi beban sektor  
ritel yang sangat 
terdampak  oleh PPKM

PPn
BM

893 Pedagang  

Ritel

Rp0,18 T



Filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang

Utang merupakan alat

(tools), bukan tujuan
yang diperlukan agar 

pemerintah dapat

menjalankan fungsi

penting dan mendesak

dengan lebih cepat

(tanpa penundaan)

Menjaga momentum 
& menghindari 

Opportunity Loss

Menjaga dan 
mempercepat 

pertumbuhan ekonomi

Mengembangkan 
pasar keuangan

Melibatkan peran serta 
generasi berikutnya dalam 
berinvestasi yang memberi 
manfaat jangka panjang 

(sharing the burden)

DEFISIT – PEMBIAYAAN – UTANG 
Pengelolaan Utang yang Kredibel, Akuntabel, dan Transparan


